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KAWASAN PERKOTAAN PIRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 5
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Piru;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

Republikindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-
2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0134);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN PIRU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



10,

11.
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13.

14,

15.

16.
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, danfatau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata Ruang adalah wujud Strukiur Ruang dan Pola
Ruang,.
Struktur Ruang adalah susunan  pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk
gungai lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
aya.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
peréncanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.
Hencgna Tata Ruang Wilavah Kabupaten vang
selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil
perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kgbupaten. yang mengacu pada rencana tata ruang
wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan,
rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata
ruang provinsi.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adz;laﬂhahrﬁncana secara terperinci tentang tata
ruang wilay kabupaten yang dilengkapi dengan
Peraturan Zonasi. e e=p e
Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk
membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah
tertentu.
Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun
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RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam
RTRW Kabupaten yvang bersangkutan. _

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disinghkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tepangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yvang
tumbuh secara alamiah maupun vang sengaja ditanam,
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona
peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang
disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di
dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang vyang
selanjutnya disingkat KKFR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Saluran Udara Tegangan Tinggi vang disingkat SUTT
merupakan bagian dari infrastruktur distribusi tenaga
listrik yang terletak diatas tanah dan berfungsi untuk
mengalirkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke
gardu induk menggunakan kawat telanjang dan memiliki
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tegangan diatas 35 hingga 245 kV sesuai dengan standar
dalam industri ketenagalistrikan.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BARE II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- -

(1)

(2)

(3]

(4]

19

tujuan penataan WF;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;
ketentuan Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Zonasi; dan

kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru ditetapkan

sebagai WP 1 berdasarkan aspek fungsional dan

administrasi dengan luas 4.099,01 (empat ribu
sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare.

Batas WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Piru;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Eti dan
Teluk Piru;

¢. sebelah barat berbatasan dengan Desa Eti; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Morekau,
Desa Lumaoli, dan Desa Eti.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari,

sebagian Desa Morekau, sebagian Desa Lumoli, dan
sebagian Desa Eti di Kecamatan Seram Barat.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:

a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Piru, seluruh
Desa Neniari, sebagian Desa Eti, sebagian Desa
Lumoli, dan sebagian Desa Morekau terdiri atas
Blok [.A.1, Blok 1.LA.2, Blok 1L.A.3, Blok [.A.4, dan
Blok 1.A.5;

b. SWP L.LB mencakup sebagian Desa Piru terdiri atas
Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3; dan

c. SWP [.C mencakup sebagian Desa Piru dan
sebagian Desa Eti terdiri atas Blok .C.1 dan Blok
1.C.2.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5] tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7] Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan
Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada a},ratlltl}
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
{satu banding lima ribu);

(8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I1I
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP untuk mewujudkan Kawasan
Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru
Menjadi pusat kegiatan lokal yang berfungsi sebagai pusat
pelayanan  pemerintahan, perekonomian, pelayanan
umum, pariwisata didukung oleh simpul transportasi
regional, berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1] Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2] Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).

(3] Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tercantum

dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
meliputi:



(2)

(3)

(4

(S)

(6]

(1)

(2]

(3)

(1)

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat

di SWP I.B pada Blok L.B.1.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat

di:

a. SWP LA pada Blok L.A.1; dan

b. SWP 1.C pada Blok 1.C.2.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ berupa pusat lingkungan

kelurahan /desa terdapat di:

a. SWP L.A pada Blok [LA.3, Blok L.A.4, dan Blok [.A.5;

dan
b. SWP L.C pada Blok 1.C.2.
Rencana pengembangan pusat pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran II[.A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. terminal barang;
d. jembatan;
e. halte;
f. pelabuhan pengumpan; dan
g. pelabuhan perikanan.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran III.LB yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer;
¢. jalan lokal sekunder;
d. jalan lingkungan primer; dan
e. jalan lingkungan sekunder.
(2] Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Piru - Sp.3 Kotania melintas di SWP LB dan SWP
LCS
Sp. 3 Kotania - Sp. Pelita Jaya melintas di SWP 1.C;
Sp.3 Kotania - Waisala melintas di SWP 1.C;
Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP LB;
Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWF LA; dan
f. Piru-Loki melintas di SWP L.C.
(3] Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di SWP 1.A dan SWP L.B.
(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP L.B.
(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

ppog

Pasal 9
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat
di SWP LA pada Blok L.A.4.

Paragraf 4

Terminal Barang

Pasal 10
Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf ¢ terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 11
(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf d meliputi:
a. jembatan pada jalan kolektor primer;
b. jembatan pada jalan lokal primer;
c. jembatan pada jalan lokal sekunder;
(2] Jembatan pada jalan kolektor primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
Jembatan Wae Eti di SWP LA pada Blok LA.4;
Jembatan Wae Kaputih di SWP LA pada Blok 1.A.4;
Jembatan Wae Teha di SWP [.A pada Blok [.A.4;
. Jembatan Wae Kuning di SWP I.A pada Blok LA.1;
Jembatan Wae Meteng di SWP L.B pada Blok [.B.2;
Jembatan Wae Laluen di SWP L.B pada Blok L.B.2;

pogp
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g. Jembatan Wae Sisi di SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan
h. Jembatan Wae Amarale di SWP |.B pada Blok 1.B.1.
(3) Jembatan pada jalan lokal primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
1. SWP LA pada Blok [.A.1, Blok .LA.2, Blok I A.3, dan
Blok I.A.4; dan
2. SWP L.B pada Blok 1.B.1, dan Blok 1.B.2.
(4) Jembatan pada jalan lokal sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP LA pada
Blok 1.A.3 dan Blok LA.4.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok 1.A.2;
b. SWP L.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.3; dan
c. SWP LC pada Blok [.C.1.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13
Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan regional yaitu
Pelabuhan Hatu Piru terdapat di SWP 1.C pada Blok L.C.1.

Paragraf 7
Pelabuhan Perikanan

Pasal 14
Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan vaitu
Pangkalan Pendaratan lkan Piru terdapat di SWP [.B pada
Blok 1.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum

Pasal 15
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
rencana jaringan energi;
rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;
rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);
rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

sangp
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(1)
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(3]

(4]

[3)

(6)

(7

(1)

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana
pendukung;

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

¢. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

d. gardu listrik.

Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)

yaitu PLTD Piru terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.1.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:

a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Kairatu
150 kV melintas di seluruh SWP; dan

b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Taniwel
150 kV melintas di SWP L.B dan SWP 1.C.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM)
melintas di seluruh SWP; dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di
seluruh SWP.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. gardu induk berupa Gardu Induk 150/20 kV 30
MVA Piru terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.1:

b. gardu hubung terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.1:
dan

c. gardu distribusi terdapat di:
1. SWP LA pada Blok LA.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3,
Blok 1.A.4, dan Blok 1.A.5;

2. SWP L.B pada Blek I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok
I.B.3; dan

3. SWP 1.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan



(2]

(3)

(4)

(S

(1)

(2)

(3)

(4)

(1]

b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di SWP LA dan SWF
L.B;
b. telepon fixed line melintas di seluruh SWF;
c. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWF LB
pada Blok 1.B.1;
d. rumah kabel terdapat di:
1. SWP L.A pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.3; dan
2. SWP LB pada Blek 1L.B.1.
e. kotak pembagi terdapat di:
1. SWP LA pada Blok L.A.1, Blok 1.A.2, Blok LA.3,
dan Blok [.A.4; dan
2. SWP L.B pada Blok 1.B.1, Blok 1LB.2, dan Blck
1.B.3,
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver
station (BTS) terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok L.A.3, dan Blok LA.5;
dan
b. SWPL.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tercantum
dalam Lampiran IIl.D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ berupa sistem
pengendalian banjir.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir
terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.1.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 [satu banding lima ribu].
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran |ILE yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
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Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. unit air baku meliputi:
1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
a] SWP LA pada Blok [.A.5; dan
b} SWP I.B pada Blok 1.B.1.
2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP LA
dan SWP LB.
b. unit produksi meliputi:
1. instalasi produksi terdapat di SWP 1L.LB pada
Blok I.B.1;
2. bangunan penampung air terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.1, Blok [.A.3 dan Blok
ILA.5; dan
b) SWP L.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2,
3. jaringan transmisi air minum melintas di SWF
I.A dan SWP L.B.
c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi
melintas di seluruh SWF; dan
d. unit pelayanan meliputi:
1. hidran umum terdapat di SWP 1.A pada Blok
[.A.5; dan
2. hidran kebakaran terdapat di:
a)] SWP I.A pada Blok [LA.1 dan Blok 1.A.2;
b) SWP LB pada BElok 1.B.1, Blok L.B.2, dan
Blok 1.B.3; dan
¢)] SWP L.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di
SWP LA pada Blok |.A.4 dan Blok LL.A.5.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IILLF yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf &

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

(1)

(2)

(3

dan Beracun (B3)

Pasal 20
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan
b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3).
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. subsistem pengumpulan; dan
b. subsistem pengolahan terpusat.
Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2) huruf a meliputi:

a. pipa retikulasi melintas di SWP LA dan SWP LB;
dan

b. pipa induk melintas di SWP [.A dan SWP L.B.

Subsistem  pengolahan terpusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala

kawasan tertentu/permukiman terdapat di:

a. SWP L.A pada Blok [.A.1; dan

b. SWP L.B pada Blok [.B.3.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdapat di SWP LA pada Blok [.A.1.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding

lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

dalam Lampiran lll.G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21
Rencana  jaringan  persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TP33R); dan o

b. tempat penampungan sementara (TPS).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
[TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.
Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [LA.4 dan Blok 1.A.5;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
E SWP I.C pada Blok 1.C.2.

encana  jaringan persampahan sebagaimana
dlI‘l’lEkEI.IF] pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tercantum
dalam Lampiran II.LH yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

Fencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;
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b. jaringan drainase sekunder;

¢. jaringan drainase tersier; dan

d. jaringan drainase lokal.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ melintas di seluruh SWP.

Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayvat (6] tercantum
dalam Lampiran [l.I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana:
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda;
d. jaringan pejalan kaki;
e. pengaman pantai; dan
f. tanggul penahan longsor,
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
Desa Morekau - Sp. Translok melintas di SWP LA:
Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
Jalan Hatumuli melintas di SWP 1.B;
Jalan Kabaresi melintas di SWP 1.B;
Jalan Kapuk melintas di SWP 1.B;
Jalan Laboyane melintas di SWP 1.B:
Jalan Lorong Pisang melintas di SWP LB
Jalan Nusa Samar melintas di SWP 1.B:
Jalan Pendidikan melintas di SWP 1.B;
Jalan Pohon Pule melintas di SWP 1. B;
Jalan Telkom melintas di SWP . B;
Jalan TPU Lama melintas di SWP l B;
. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP 1.B:
Piru-Loki melintas di SWP 1.C.
Piru-Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWPL.C
Sp.3 Kotania-Sp. Pelita Jaya melintas di SWP L.C:
Sp.3 Kotania-Waisala melintas di SWP 1. [ 8=
Sp. Eti - Piru melintas di SWP L.A dan E'.WPI B;
Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP . A;
Sp. Mata Empat - Desa Eti melintas di SWP L A;
Sp. Mata Empat - Tugu Pemekaran Piru melintas
di SWP LA;

Sp. Pelita Jaya - Dusun Loun melintas di SWP 1.C:
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w. Sp. Translok - Desa Lumoly melintas di SWP LA;
x. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP
[.A dan SWP LB;
y. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP LA;
z. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP
LA;
aa, Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di
SWP LA;
bb. Tugu Piru — Kantor Bupati melintas di SWP LA;
cc. Waimeteng Darat - Dusun Kelang melintas di SWP
1.B; dan
dd. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP LA,
SWP I.B dan SWP L.C.
Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. titik kumpul;
b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.
Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
huruf a meliputi:
a. Balai Desa Piru terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.2;
b. Gereja Elohim Piru terdapat di SWP |.B pada Blok
L.B.1;
c. Gereja Imanuel Mata Empat terdapat di SWP LA
pada Blok [.A_4;
d. Gereja Ramat Lechi Jemaat Laiuen terdapat di SWP
LA pada Blok LLA.4;
e. Koramil 1507-07 /Piru terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.1;
f. Lapangan Olahraga Desa Piru terdapat di SWP I.B
pada Blok 1.B.1;
g- Lapangan Olahraga Dusun Loun terdapat di SWP
1.C pada Blok 1.C.2;
h. Pendopo Bupati Seram Bagian Barat terdapat di
SWP LA pada Blok [.LA.2;
Pasar Rakyat Piru terdapat di SWP I.B pada Blok
L.B.1;
Puskesmas Pembantu Morekau terdapat di SWP LA
pada Blok [LA.5;
RSUD Piru terdapat di SWP LA pada Blok LA.1;
SDN Eti terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.3;
. SMAN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.3:
E-MKH 4 Piru terdapat di SWP LA pada Blok L.A.1:
an
0. SMKS Tunas Timur Piru terdapat di SWP 1.C pada
Blok I.C.1.
Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Gedung Nunusaku Center terdapat di SWP 1.C
pada Blok 1.C.2;
b. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram
Eagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1:
an
c. Kepolisian Resor Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.1.
Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada
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(10) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud

ayat (3} huruf ¢ meliputi:

a.
b.
&

d.

e.
Jal

Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP LA pada Blok LA.2;

Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2;

Lapangan Olahraga Dusun Hatumuli terdapat di
SWP I.B pada Blok 1.B.2;

SMEK Kristen Seram Barat terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.2; dan

SMPN 1 Piru terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.1.
ur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

oapop

8-
h.

Jalan Hatutelu melintas di SWP LB;

Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP L.B;

Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWF LB;

Sp. Jalan Trans Piru — Niniari melintas di SWP LA;
Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP
LA dan SWP LB,

Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP
LA;

Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di
SWPF L.A; dan

jalur sepeda lainnya melintas di SWP LA dan SWP
1.B.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada

o

TR oeRn o

Ly
a

k.

ayat (1) huruf d meliputi:

Jalan Hatutelu melintas di SWP 1.B;

Jalan Kabaresi melintas di SWP L.B;

Jalan Kapuk melintas di SWFP 1.B;

Jalan Pendidikan melintas di SWP L.B;

Jalan Pohon Pule melintas di SWP L.B;

Jalan TPU Lama melintas di SWP L.B;

Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP L.B;

Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWF LB;

Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP
1.A dan SWF LB

Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP
LA,

Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di
SWP LA; dan

jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP LA
dan SWP LB.

Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

huruf e melintas di SWP LA dan SWF L.B.

pada ayat (1) huruf f melintas di SWP L.C.

(11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

(12) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum
dalam Lampiran Ill.J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung: dan
b. Zona Budi Daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf a meliputi:

oo o

(1)

(2]

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Paszal 26
Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan
enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan
setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan luas
61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare
terdapat di:
a. SWP1.A pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.LA.3, Blok
I.A.4, dan Blok LLA.5;
b. SWP L.B pada Blok I1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blek I.B.3;
dan
c. SWP L.C pada Blok 1.C.1 dan Bleok 1.C.2.
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Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dengan luas 222,38 (dua ratus dua puluh dua koma
tiga delapan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
Sub-Zona rtimba kota dengan kode RTH-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 213,29 (dua ratus tiga belas koma dua sembilan)]
hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok LA.1, Blok LA.2, Blok [.A.3, dan
Blok [LA.4;
b. SWP LB pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan
¢. SWP I.C pada Blok I.C.1.
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP
1.C pada Blok [.C.1.
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 8,94 (delapan koma Sembilan empat) hektare
terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok 1.LA.3;
b. SWP I.B pada Blok L.B.1; dan
¢. SWP L.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 28
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c
dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh)
hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan
kode EM.
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,87
(delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.3; dan
b. SWP L.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 29
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 35,60
(tiga puluh lima koma enam) hektare berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM.
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Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,60 (tiga puluh

lima koma enam] hektare terdapat di:

a. SWPIA pada Blok L.A.1, Blok L.A.2, Blok L.A.3, Blok
1.A.4 dan Blok L.A.5;

b. SWP 1.B pada Blok L.B.1, Blok [.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

c. SWPI.C pada Blok 1.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf b meliputi:

SHERT PR AP TP

(1)

(2)

(1)

Zona hutan produksi dengan kode KHF;

Zona pertanian dengan kode P;

Zona perikanan dengan kode IK;

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona transportasi dengan kode TR;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

Zona hutan produksi dengan kode KHF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 451,50
(empat ratus lima puluh satu koma lima)] hektare
berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat
dikonversi dengan kode HPK.

Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu
koma lima) hektare terdapat di:

a. SWP 1A pada Blok 1.A.2, Blok 1LA.3, dan Blok L.A.3;

dan

b. SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 32
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 1.777,45 (seribu
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(2]

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma empat lima)

hektare meliputi:

a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 324,94

(tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan empat)

hektare terdapat di:

a. SWP L.A pada Blok [.A.1 dan Blok L.A.3;

b. SWP L.B pada Blek 1.B.3; dan

c. SWP L.C pada Blek [.C.2.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.452,51

(seribu empat ratus lima puluh dua kema lima satu)

hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok LA.1, Blok 1.A.2, Blok L.A.3, Blok
.A.4, dan Blok LA.5;

b. SWPI.B pada Blok 1.LB.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

¢. SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 33

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢ dengan luas 0,58
(nol koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode 1K-1,

Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode [K-1
sehbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,58
(nol koma lima delapan) hektare terdapat di SWP LB
pada Blok L.B.1.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d
dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare berupa
Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,01
(dua koma nol satu) hektare terdapat di:
a. SWP L.B pada Blok .B.1; dan
b. SWP L.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 35

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 5,26
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(1)

{lima koma dua enam) hektare berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,24 (lima koma
dua empat] hektare terdapat di SWP LB pada Blok
1.B.3.

Paragrafl 7
Zona Perumahan

Pasal 36

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1009,32

(seribu sembilan koma tiga dua) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggl dengan
kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode

R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan luas 360,07 (tiga ratus enam puluh koma nol

tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, Blok
.LA.4, dan Blok LA.5; dan

b. SWP L.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode

R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b

dengan luas 460,65 (empat ratus enam puluh koma

enam lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok L.A.3, Blok LLA.4 dan
Blok LA.5;

b. SWPI.B pada Blok 1.B.1, Blok .B.2, dan Blok L.B.3;
dan

e. SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode

R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dengan luas 188,59 (seratus delapan puluh delapan

koma lima sembilan) hektare terdapat di:

a. SWPF L.A pada Blok 1.LA.3;

b. SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan

c. SWP IL.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g
dengan luas 38,49 (tiga puluh delapan koma empat
sembilan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-

2; dan
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e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-I1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 20,70 ([dua puluh koma tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok LA.1;

b. SWP L.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

c. SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 6,66 ([enam koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [LA.1; dan

b. SWPF L.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.3.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan

luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.1, Blok LA.3, Blok LA 4, dan
Blok LA.5;

b. SWP L.B pada Blok 1.B.2 dan Blok I.BE.3; dan
c. SWP L.C pada Blok 1.C.2.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 38
Zona campuran dengan kode C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 98,10
[sembilan puluh delapan koma satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode
C-1; dan
b. Sub-Zona campuran intensitas menengah /sedang
dengan kode C-2.
Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.3 dan Blok 1.A.4;
b. SWP IL.B pada Blok 1.B.1; dan
c. SWPI.C pada Blok 1.C.1.
Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 61,97 (enam puluh satu koma
Sembilan tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok [.A_4:
dan

b. SWP L.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.3.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasgal 39

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan
luas 269,39 (dua ratus enam puluh sembilan koma
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tiga sembilan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan
kode K-1; dan

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan

kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dengan luas 228,62 (dua ratus dua puluh delapan

koma enam dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.3 dan Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada Blok [.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3;
dan

c. SWP L.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan

kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dengan luas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuhj

hektare terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2.

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 40
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 23,31
[dua puluh tiga koma tiga satu) hektare berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,31 {dua puluh
tiga koma tiga satu) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1LA.1 dan Blok L.LA.2; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 12

Zona Transportasi

Pasal 41

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 6,72
([enam koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TE.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,72 (enam koma
tujuh dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.4; dan

b. SWP I.C pada Blok 1.C.1.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf] dengan
luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima)
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hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan
dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,85
(tiga puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat
di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1;

b. SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan

c. SWP L.C pada Blok 1.C.2,

Paragraf 15

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m
dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM]
dengan kode PL-3;
b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4; dan
¢. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)
dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan luas 1,96 (satu koma sembilan
enam) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok L.A.1, Blok LA.3, dan Blok .A.5;
dan
b. SWP L.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2.
Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 0,01 (nol koma nol satu)
hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1; dan
b. SWP I.B pada Blok .B.3.
Sub-Zona  pergudangan dengan kode PL-6
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 3,60 (tiga koma enam) hektare terdapat di SWP
1.C pada Blok 1.C.1.

Paragraf 16
Zona Badan Jalan

Pasal 44

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 50,78
(lima puluh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,78 (lima puluh
koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

d. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok [.A.3, Blok

[.A.4 dan Blok [.A.5;
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e. SWP L.B pada Blok 1.B. 1, Blok [.B.2 dan Blok [.B.3;
dan
f. SWPL.C pada Blok 1.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Piru.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan konfirmasi KKKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKKPR

Pasal 46
Pelaksanaan konfirmasi KKKPR di Kawasan Perkotaan
Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Konfirmasi KKKPR sebagiman dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
program perwujudan;
lokasi;
sumber pendanaan;
instansi pelaksana, dan
waktu dan tahapan pelaksanaan.
ngram perwujudan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.
sSumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran peéndapatan dan belanja daerah provinsi;
¢. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan

oo



ketentuan peraturan perundang-undangan.

{(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri atas:

a. kementerian/lembaga;

b. perangkat daerah;

C. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2024;

b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029,

c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034,

d. tahap keempat pada periode tahun 2035- 203%; dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2043,

(7] Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Peraturan Zonasi
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48
Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
¢ meliputi:
a. aturan dasar; dan/atau
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 49
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a
meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50
(1} Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a

meliputi:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan fdiizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
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secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/fatau

d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/diizinkan  dengan  klasifikasi |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan

pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan
rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian
kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan,
yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi
dan/fatau jam operasi kegiatan,

b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang, dalam bentuk pengurangan KDB
sebesar 10% dari ketentuan di aturan dasar;

¢. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam
bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan
15% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika
sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan; dan

d. pembatasan skala kegiatan industri yang
diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha
mikro dan kecil.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan
persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan prasarana/ infrastruktur berupa
lapangan parkir;

b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan sarana dan prasarana persampahan;

c. klasifikasi B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan
limbah;

d. klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan ruang untuk loading, unloading,
dan/atau tempat penampungan barang di dalam
kaveling/persil;

e. klasifikasi B5 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau
publik minimal 10% (sepuluh persen) dari luas
kavling;

f. klasifikasi B6 diperbolehkan dengan syarat wajib
mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat
tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang
direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi:

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

¢. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6]

huruf b meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-
Zona hutan produksi vang dapat dikonversi dengan
kode HPK,

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

¢. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1;

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan
kode PTL;

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W,

f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4.

g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3.

h. Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan
kode C-1; dan



(9)

2. Sub-Zona campuran intensitas
menengah /sedang dengan kode C-2.
i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota
dengan kode K-1; dan
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT;
k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TK;
l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kade HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK;
m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)
dengan kode PL-3;

2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4; dan

3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

n. Zona badan jalan dengan kode B.J berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode B.J.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

(2]

Pasal 51
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan [KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum,;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
d. luas kaveling minimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf ¢ meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas

belakang (JBB) minimum.
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Paragrafl 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Mimmal

(1)

(2)

i3]

Pasal 53
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap Zona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara
optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf e terdiri atas:

a.
b.
c.

(1)

(2)

kawasan rawan bencana;
tempat evakuasi bencana; dan
kawasan sempadan.

Pasal 55

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a

meliputi:

a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan

b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami

tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

huruf a meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa
Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK terdapat di:

a) SWP LA pada Blok [.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok [.C.2.
b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.LA.1 dan Blok LA.3;
b} SWP LB pada Blok [.B.3; dan
c)] SWP L.C pada Blok I.C.2.
2, Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.A.3; dan
b} SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok 1.C.2.

c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona

perikanan tangkap dengan kode [K-1 terdapat di



SWP 1.B pada Blek I.B.1;

. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode FTL

berupa Zona pembangkitan tenaga listrik dengan

kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok L.B.1;

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona

pariwisata dengan kode W terdapat di SWP LB pada

Blok 1.B.3;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok L.A.1 dan Blok LL.A.3; dan
b) SWP I.B pada Blok L.B.1, Blek LB.2, dan
Blok 1.B.3.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok L.A.3;

b SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok [.B.3; dan
¢ SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok [.C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWF LA pada Blok
[LA.3.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-I
terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan
b) SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.1 dan
Blok 1.B.3; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:

a)] SWP LA pada Blok L.A.3;
b) SWP I.B pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3; dan
c] SWP I.C pada Blok 1.C.2,

. Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan
kode C-1 terdapat di:

a) SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan
b) SWP I.C pada Blok L.C.1.

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/
sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP LB
pada Blok 1.B.1.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan

kode K-1 terdapat di:

a)] SWP LA pada Blok LLA.1 dan Blok LA.3;

b)] SWP LB pada Blok L.B.1, Blok 1.B.2, dan
Blok [.B.3; dan

¢) SWP I.C pada Blok I.C.1.

Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-

Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP

[.C pada Blok I.C.1;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan

kode HK terdapat di:



a) SWP LB pada Blok I.LB.1; dan
b) SWP L.C pada Blok 1.C.2.

1. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:

L.

3.

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum
(IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:

a)] SWP LA pada Blok 1.A.3; dan

b) SWP LB pada Blok 1.B.2.

Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B pada
Blok L.B.3;

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

(3] Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan sebagai berikut:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan (I) meliputi:

1.

Bw N

B

a

10,

pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi
gementara bencana;

pengembangan sistern peringatan dini;
pengembangan infrastruktur sumber daya air;
pengembangan akomodasi pariwisata yang
berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko
bencana;

rehabilitasi pantai;

kegiatan perikanan;

pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
Pengembangan struktur alami atau buatan yang
berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami,
Meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai
dengan penghijauan di sepanjang sempadan
pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman
bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang
ditata sesuai dengan pela tanam dan teknik
konservasi; dan

mengurangi kecepatan aliran tsunami pada
wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat
tanggul dan penanaman mangrove.

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) pada kegiatan
perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana
pelayanan umum, dengan persyaratan:

1.

kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan,

pertanian hortikultura dan perkebunan dengan

tidak mengubah bentang alam;

kegiatan transportasi yang mendukung

pengembangan sistem evakuasi;

kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata

termasuk perhotelan wajib menerapkan:

a] konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi
vertikal bencana tsunami;

b) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai
vang sekaligus difungsikan sebagai tempat
evakuasi sementara tsunami, hila berjarak
lebih dari 100 (seratus) meter dari garis pantai;



(4)

(5l

¢] penyediaan jalur dan tempat evakuasi;

d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan

¢} pengembangan mitigasi struktural alami
dan /atau struktur buatan.

4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
dilarang (X) meliputi objek vital/fasilitas kritis
berisiko tinggi seperti pembangunan lembaga
pemasyarakatan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a.

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.3; dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.3.

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2 terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.3;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di SWP LA pada Blok
[.LA.3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP LA pada Blok
LA.3.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan

kode SPU-3 terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.3;

dan

. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)
dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok
L.A.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.
b.

c,

mengembangkan struktur alami dan/atau struktur
buatan untuk mitigasi bencana;

struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan
arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan
air masuk ke bangunan atau ke lingkungan
permukiman;

menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat
minimum 2 ([dua) lantai yang dapat difungsikan
sebagai tempat evakuasi sementara banjir;
bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat
evakuasi sementara ketika banjir datang, dilengkapi
dengan akses tangga darurat dan/atau akses
kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi
penyediaan biopori dan/atau sumur resapan dan
kolam retensi untuk kegiatan kompleks perumahan
atau bangunan non tunggal;



(6]

(7

(1)

(2)

(3)

g. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh
persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks
perumahan atau bangunan non tunggal;

h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk
Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar
60% (empat puluh persen); dan

2. koefisien dasar hijau minimum sebesar 30% (lima
puluh persen).

i. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah
meresapkan air ke dalam tanah;

j. setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau
SUMUr resaparn;

k. menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat
dijangkau oleh petugas evakuasi dan kendaraan
evakuasi; dan

l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
vang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan
kegiatan yang menggangu fungsi resapan air.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

dalam Lampiran VIILA vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode
SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok 1.C.2;

b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
I.A pada Blok LA.1; dan

¢. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP LA pada Blok 1.A.1.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP L.B pada Blok 1.B.1.
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP L.E pada Blok .B.2.
b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-



(4)

(3]

(6]

(1]

Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di;

a) SWP [.A pada Blok 1LA.2; dan
b) SWP L.C pada Blok 1.C.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan
TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang
penyelamatan diri fescape building) dan berfungsi
sebagai tempat berkumpul (assembly point)
penduduk vang akan melanjutkan mobilisasi ke
tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:

1.
2.

4.

3.

waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh)
mernit;

jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 - 600 m
(empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat
permukiman atau aktivitas masyarakat;

terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai
dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki
(aksesibilitas tinggi);

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang
lengkap; dan

TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai
tempat evakuasi vertikal (TEV).

b. Tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat
penampungan penduduk di kawasan aman dari
bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu
tertentu meliputi:

1.
2.

lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke
tempat penampungan untuk memudahkan
evakuasi (escape road);

memiliki standar minimal daya tampung ruang
evakuasi dengan standar minimal kebutuhan
ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga
meter persegi per orang);

ketersediaan sarana  air  bersih, MCK,
penerangan /listrik, dan lainnya yang mencukupi;
ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan
kesehatan pengungsi; dan

ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang
lebih lengkap (radioc komunikasi, telepon, dan
satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat Ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf ¢ meliputi:
a. kawasan sempadan pantai;



b. kawasan sempadan sungai; dan

¢. kawasan sempadan ketenagalistrikan,

(2) Ketentuan Kkhusus kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHFP berupa

Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.3; dan

b) SWP 1.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.3; dan
b) SWP 1.B pada Blok 1.B.3.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a] SWP LA pada Blok 1.A.3; dan
b) SWP 1.C pada Blok 1.C.2.

¢. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di
SWP 1.B pada Blok 1.LB.1;

d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W terdapat di SWP [.B pada
Blok I.B.3;

e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggl dengan
kode R-2 terdapat di:
a] SWP LA pada Blok 1.A.3; dan
b) SWP 1.B pada Blok [.B.1 dan Blok .B.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP LB pada Blek 1.B.1; dan
b) SWP I.C pada Blok 1.C.1 dan Blok .C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP LA pada Blok
LA3.

f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP |.B pada Blok 1.B.3;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP LB pada Blok [.B.1; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2.

g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok [.B.1.

h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok [.A.3;

b} SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2 dan Blok
I.LB.3; dan

c) SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-
Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP



(3)

(4]

I.C pada Blok I1.C.1.

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2: dan
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat
di SWP L.C pada Blok 1.C.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan
sebagai berikut:

a.
b.

C,

ketentuan lebar sempadan pantai ditetapkan dengan

jarak minimal 100 (seratus) meter;

pembatasan pertumbuhan dan pengembangan

bangunan pada kawasan sempadan;

kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun

(keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu

fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami:

menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang
pantai;

melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap

bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk

mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang
diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka

Hijau publik dan pengembangan struktur alami

dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana

pesisgir; dan

menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat

minimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara
tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara
sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih
dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata
termasuk perhotelan wajib menerapkan:

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal
bencana tsunami dan gelombang ekstrim;

2. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang
dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang
pasang,

3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/meeting point; dan

4. pengembangan  mitigasi  struktural alami
dan/atau struktur buatan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:

&.

b.

.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.A.4 dan Blok 1.A.5; dan
b) SWP I.B pada Blok 1.B.1.
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik
dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.1.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:



(5)

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tingg dengan
kode R-2 terdapat di:
a)] SWP LA pada Blok LA.1; dan
b) SWP 1.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2 dan Blok
I.B.3.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok [.A.1, Blok 1.A.3 dan Blok
.LA.4; dan
b] SWP L.B pada Blok 1.B.1 dan Blok [.B.3.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP [.B pada Blok
1.B.1.

. Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan
kode C-1 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok L.A.4;
b) SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan
c) SWP 1.C pada Blok 1.C.1.
2. Sub-Zona campuran intensitas
menengah /sedang dengan kode C-2 terdapat
di:
a] SWP L.A pada Blok 1.A.1; dan
b) SWP L.B pada Blek 1.B.1.
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 terdapat da:
a) SWP L.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
b) SWP 1.B pada Blok [.B.1, Blok 1.B.2 dan Blok
.B.3.
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum
(IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
a)] SWP LA pada Blok [.A.5; dan
b) SWP L.B pada Blok 1.B.1.
2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan
sebagai berikut:

i,

b.

c.

ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan
perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;

pembatasan pertumbuhan dan pengembangan
bangunan pada kawasan sempadan sungai;

kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun
(keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu
fungsi lingkungan hidup dan ekosistermn alami;

. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang

sungai; dan

melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap
bencana banjir dan/fatau konservasi sungai untuk
mengembalikan batas sempadan sungai minimal
yvang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang
perlindungan setempat dan pengembangan struktur
alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi
bencana banjir.
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Ketentuan khusus kawasan sempadan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1.

2.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2

terdapat di SWP [.C pada Blok 1.C.2; dan

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3

terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok LA2, dan
Blok LLA.4;

b) SWP1.B pada Blok [.B.1 dan Blok .B.2; dan

¢)] SWP L.C pada Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1,

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok LA.1, Blok A2, dan
Blok I.A.4; dan

b) SWP I.B pada Blok 1.B.2 dan Blok [.LB.3.

Sub-Fona perumahan |kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok 1.B.2 dan Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok 1.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah

dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok

LB.1.

¢. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode
SPU-1 terdapat di SWP L.B pada Blok 1.B.1; dan

d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di:
a)] SWP LA pada Blok .LA.1; dan
b) SWP I.B pada Blok 1.LB.3.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ ditetapkan

sebagai berikut:

a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor saluran
udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima
puluh) kilovolt sebagai berikut:

1.

2.

lapangan terbuka atau daerah terbuka sebesar

8,50 (delapan koma lima) meter; dan

daerah dengan keadaan tertentu meliputi;

a) bangunan dan jembatan 5 (lima) meter;

b} tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan 5
meter;

c) jalan/jalan raya/rel kereta api 9 (sembilan]
meter;

d) lapangan umum 13,50 (tiga belas koma lima)
meter,;

e) saluran udara komunikasi dan antena 13,50
(tiga belas koma lima) meter; dan

f) titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air
pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 (empat)
meter.

b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang saluran udara tegangan tinggi (SUTT)
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(9)

12)

(3)

(4)

(3]

(6)

(7]

150 (seratus lima puluh) kilovolt sebesar 6 [enam)
meter.
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribuj.
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada
dan tidak sesuai dengan FPZ; dan

d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan
ruang vang berbeda dengan fungsi ruang zona
peruntukannya.

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan
yvang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak positif
bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif
bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak
negatif bagi masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] memuat

perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai
dengan RDTE;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan  kemitraan semua  pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentil dan disinsentif sebagiaman dimaksud pada ayat

(3] dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan

ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif dan disintensif di laksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan untuk penggunaan lahan yvang sudah ada dan

tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berlaku untuk
pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum



18)

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.

Aturan peralihan sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan aturan yang mengatur status
pemanfaatan ruang yvang berbeda dengan fungsi ruang
zona peruntukannya.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
48 huruf b berupa bonus zoning dengan kode b.

(1)

(2)

Pasal 60

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas

lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi

penyediaan fasilitas publik.

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona
perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok LA.1, Blok LA.2, Blok
I.LA.4 dan Blok I.LA.5; dan

b) SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2 dan Blok
I.B.3.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok L.A.1; dan
b) SWP LB pada Blok L.LB.1
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1.A.1; dan
b} SWP L.B pada Blok 1.B.3.
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:
a) SWP 1.A pada Blok 1.A.1, Blok .A.4 dan Bleok
.LA.5;
b} SWP LB pada Blok 1.B.2; dan
c)] SWP L.C pada Blok 1.C.2.

c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.3 dan Blok L.A.4;
b] SWF LB pada Blok I.B.1; dan
c) SWP L.C pada Blok 1.C.1.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
meliputi:



(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota
dengan kode K-1 terdapat di:
a)] SWP LA pada Blok L.A.1, Blok LLA.3 dan

Blok L.A.4;

b} SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan
c) SWP I.C pada Blok [.C.1.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di SWP 1.C pada Blek
LC.2.

e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
I.LA pada Blok LLA.1.

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menetapkan

penyediaan fasilitas publik sebagai berikut:

a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH
publik;

b. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas
umum pada kawasan permukiman kumuh;

c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan,
Kesehatan dan peribadatan;

d. melakukan normalisasi sungai;

e. membangun sarana pelengkap saluran drainase
berupa lubang biopori;

f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas
fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan
angkutan umum;

g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum; dan/atau

h. menyediakan ]-ﬂJur dan ruang evakuasi bencana.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di
dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan
perencanaan.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib
menggunakan kontruksi tahan gempa dengan mengacu
pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan
non gedung

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b

ha.gmla.n,a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan hasil persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Teknik PZ bonus zoning dengan kode b sebaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan bupati ini.
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(2)
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 61
Bupati membentuk forum penataan ruang dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah,
instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Piru adalah 20

[dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu)

kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,

penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR

Kawasan Perkotaan Piru dapat dilakukan lebih dari 1

(satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara vang ditetapkan
dengan undang-undang;

c. perubahan batas wilayah daerah vang ditetapkan
dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang

berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati

Seram Bagian Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan

Piru dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan

Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbataaan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.



Pasal 61
Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album
peta yang merupakan dokumen teknis yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin

Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR vyang telah
dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Piru yang
diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau
KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

¢. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.

EBAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Bupati ini mulai berdaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR

0344
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN

SARANA MINIMAL
A. ZONA LINDUNG EAWASAN PERKOTAAN PIRU
Zona Perﬁnduniﬂ E:tn:mﬁt d% kode PS
I | Hetentuan Intensitas Pemanfantan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
o koeflsien dasar hijau (KDH) minimal S0%
d. luas kaveling minimum =
II | Hetentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ;Elﬂ_ntﬂr
» Jalan Kolektor: 6 meter
b, | garis sempadan bangunan (GSB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
> Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping [JBS] minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal vang meliputi:

1) Pembangunan jalan inspeksi;

2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi;

3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPUJ;

4] Menyediakan tempat sampah individual /bak Sampah;

S)Jalur pejalan kaki/ pesepeda;




6] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; dan
7} Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Patok batas sempadan;
2) Menyediakan papan informasi; dan
3) Menyediakan pos jaga.

1
a. | koefisien dasar ban;unan (KDE) mukmmum 3%
b koefisien lantai bangunan (KLB)] maksimum 0,06
¢. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
s. | lketinggian bangunan (I'B) maksimum & meter
1 lamtai
¥ Jalan Koleltor: & meter
b. | garis sempadan bangunan [(GSB) minimum # Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
¢. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB] minimum 3 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
3) Menyediakan tempat sampah individual/ Bak Sampah;
4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/ reservoar];
5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagal prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam sub-zona rimba kota;
6) Aksesibilitas untuk difabel; dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana,
b. sarana minimal yang meliputi:




VEEELESL;
2) Pelataran parkir umum;
3] Gerbang utama,
5) shelter/gazebo;
5] Pos pengelola dan pos keamanan; dan
7] Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Sub-Zona Rimba Hota dengan kKode RTH-1
1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggl dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok

I | Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH] minimal B5%
d. | luas kaveling minimum x
II | Kstentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum e
¥ Jalan Kolektor: & meter
b, | garis sempadan bangunan {GSB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
|_d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Il | Ketentuan Prasarans dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliput:

1) Jahar pedestrian keliling taman kota:

2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda;

3] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

4] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

3) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran{hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/ reservoar);

6] Menvediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;
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Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

7) turupnn hijau ditanami ragam vegetasi ﬂ-trntil'll-r,ni Jmﬁmp (40% p-uh-uu besar [dl.ﬂmﬂtﬂ' tqjuk =15 mj), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),

20% pohon kecil [diameter tajuk 24-<8 ml van binasika .
pot recil {diameter 18) mj}, yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semalk, dan tanaman penuiup tanah jgroundeover):

B) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan
9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi;

1} Pelataran parkir umum;
2) Shelter/gazebo
3] Gerbang wtame;
4) Menyediakan papan informasi;
5] Pos pengelola dan pos keamanan; dan

6] Menvediakan fasilitas Lavatory /Toilet.

Zona WTﬂbuka Hi‘iau de.nﬁ kode RTH

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
| & koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.2
[ koefisien dasar hijau (KDH) minimal Th%%
d. | luas kaveling minimum =
I | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan [TB) maksimum ?E::::
¥ Jalan Kolelktor: & meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB} minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (JBS] minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB] minimum 3 meter
IIl | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman;
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;




3) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);
&) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan
7] Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum;
2] Menyediakan fasilitas Lavatory/ Toilet;
3) Fasilitas kantor pemakaman; dan
4) Fasilitas keamanan Pos Jaga.

5] Batas teriuar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.

Zona Ekosistern Man den kode EM

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum Fae

o L L

koefisien lantal bangunan [KLB) maksimum 0,06

koefizsien dasar hijau (KDH) minimal 5%

luas kaveling minimum z

=1

Hetentuan Tata Bangunan

ketinggian banpunan (TE) maksimum N

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

olofo|e

i bebas sam 2} minimum -

| jarak bebas belakang (JBB] minimum =
Hetentuan Prasarans dan Sarana Minlmal

a. prasarana minimal yang meliputi;
1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai;
2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove;
3) Menvediakan lampu penerangan jalan (JPU);
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;
5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/ reservoar;
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum;




2) Gerbang utama;
31 k. ..-.Ji-i - ll‘tﬂﬂi - fT . I
4] Kantor pengelola

3) Menyvediakan papan informasi; dan

6] Pos jaga

Zona Badan Air kode BA

Wabnmbrrmem Tk e Do oo P ot s g s s
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koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

koefisien dasar hijau (KDH] minimal

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum E

garis sesmpadan bangunan (GSB) minimum ¥

jarak bebas samping (JBS) minimum -

bebas BB} minimum =

Ketentpnan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) penanaman vegetasi/penghijauan sepanjang sempadan sungai;
2] tanggul badan air; dan
3] menvediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal vang meliputi:
1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;




B. ZONA BUDI DAYA KAWASBAN PERKOTAAN PIRU

Zona Hutan Produksi kode KHP
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
| _a. | koefisien dasar bangunan [KDB| maksimum 5%
b. | koeefisien lantai bangunan [KLB) maksimum 0,05
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 93%
d. | luas kaveling minimum -
I1 | Ketentuan Tata Bangunan
8. | ketinggian bangunan (TB| maksimum Bmetm'
1 lantal
# Jalan Kolektor: 6 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Linglkungan: 3 meter
¢, | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d, | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
IOI | Hetentuan Prasarana dan Barana Minimal
f. prasarana minimal yvang meliputi:
1] Menyediakan patok batas Kawasan hutan
2] Penanaman vegetasi pada zona hutan produksi terbatas; dan
3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana,
b. sarana minimal yang meliputi;
1} Pos jaga; dan
2] Menyediakan papan informasi.

koefisien dasar bangunan (KDB] maksimum
keefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

olele

koefisien dasar hijau (KDH) minimal




.. llmnk&vr_]ing " um
1 Hlmmnhm“
a, | ketinggian bangunan (THBj maksimum Em
¥ Jalan Kolektor; 6 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSE) minimum # Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (/BS] minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Il | Hetentuan Prasarana h.nhn.ultni‘.m.ll

& MrooaroTa min'lmn'l wravey walim i
S2. Prasaliang Wafieiiae yang msagia

1) Jalan tani;
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
3] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan
4] Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yvang meliputi:

2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.

1) Menyediakan sarana produksi pertanian hortikultura meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan
anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan

Zona Pertanian den kode P

I

I | Ketentuan Intensitas Pemanfastan
| 8. | koefisien dasar bangunan (KDE) maksimum A%
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.3
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 65%
d. | luas kaveling minimum -
Il | Eetentuan Tata Bangunan
o | veringgian angunan ) s o
: - Kolaktor:
b. | garia sempadan bangunan (G8B) minimum 5 j&m 4 :EE?E




c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarans Minimal

g, prasarana minimal yang meliputi:
1} Jalan tani;
2] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;
3] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan
4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Menvediakan sarana produksi pertanian perkebu

anorganik, pﬂ-h;lH ];u-!;fu;;l_n-h 'I:ﬂ.l:iﬂ.h,_- rﬁ;ﬁ:;a._-_tu.mha—l: n fasilitas produksi; dan
2 irn hasil dan tan

Zona Perikanan dcﬁ kode IK

1 | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b, koefisien lantai an maksimum 1,2
. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%%
d. | luas kaveling minimum -
I | Hetentuan Tata Bangunan
a. | ketingglan bangunan (TB) maksimum S AMEEE
2 lantai
# Jalan Kolektor: & meter
b, | garis sempadan bangunan [GSB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
¢, | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBE) minimum 3 meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
@, prasarana minimal yang meliputi;
1} Menvediakan jaringan jalan minimal 3,5m;




2} jalur keluar dan masuk kendaraan;
3} Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
6] Menvediakan lampu penerangan jalan [JPUJ;
7] Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
8] Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan / perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/ reservoar); dan
13} Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1} Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
3] Taman;
4] Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
5) shelter angkutan umum; dan
6] struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pem itan Tenaga Listrik dengan kode FTL
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b, koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.8
. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. luas kaveling minimum -
I | Ketentuan Tata Bangunan
. 16 meter

a. | ketinggian bangunan [TB) maksimum 3 lantai

¥ Jalan Kolektor: & meter
b. | garis sempadan bangunan [GESEB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter

# Jalan Lingkungan: 3 meter




A1

€. | jarak bebas samping (JBS]) minimum 5 meter
d. | jarak bebas belakang [JBH] minimum 5 meter
It | Ketentuan Prasaraoa dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal vang meliputi:

Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan termasuk sebagai sarana penyelamatan di saat terjadi keadaan darurat;

Jalur pedestrian di tepd jalan;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Prasarana drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;

Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
Menyediakan instalasi pengolahan air limbah;

Menyvediakan tcmpu.t sampah individual dan TPS;

|y preemn. | e Do e UF G, ean g RO ey, | BON TR —a Lol

MENYCOIAKAN BISICM OElEKS] GaD &N KEDAKATAN OAan HE[:-’!II. mmuml-r.a.ul,,

Penerangan jalan;

10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran [hidrant kebakaran, penampung/ reservoar); dan
11} Menvediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

sarana minimal vang meliputi:

1) Sarana ibadah;

2] Pos jaga;

3) Ruang terbuka hijau sebagad sabuk hijau penyangga:;

4] Menyediakan area parkir umum dalam zona; dan

5] struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
Zona Pariwisata den kode W
I | Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
|_a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum B0
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3.0
e, koefisien dasar hijau (KDH] minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. 24 meter
8. | ketinggian bangunan (TB} maksimum 5 lantad
b. | garis sempadan bangunan (GSB] minimum # Jalan Kolektor: 6 meter
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# .Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
Jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

jarak bebas belakang (JBB] minimum 3 meter
Hetentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yvang meliputd:
1} Jalur pedestrian/ pejalan kaki
2} Jalur sepeda;
3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuls;

4] Menyediakan lampu penerangan falan (JPU);
3] Menvediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

bl LR:IE e gt DA als ercllll il

6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
7) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan / perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
8) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoarj; dan
9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana,
b, sarana minimal yang meliputi:
1] Area parkir umum;
2] Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;
3) Tempat ibadah;
4] Pos keamanan; dan

5] Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Ema]’trumahmdﬁﬁ kode P

e

I | Hetentuan Intensitas Pemanfaatan
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.4
e koefisien dasar hijau (KDH] minimal 10%
| d. | luas kaveling minimum 60 md
I | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB} maksimum ;ﬁﬁﬁ
b. | garis sesmpadan bangunan (G3B) minimum F Jalan Kolektor; 6 meter




# Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter

€. | jarak bebas samping [JBS) minimum 1 meter
d. | jarak bebas belakang (JBE] minimum 1 meter

I | Hetentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a, prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
1) Jalur pedestrian/pejalan kaki;
2] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
3] Menvediakan lampu penerangan jalan (JPU);
&) Mm,;rndmkan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
5]  Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
6) Menyediakan jaringan air minum vang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan  perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
7) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
8] Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
9) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
10) Menvediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1} Area parkir umum;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah pendudulk;
3) Menyediakan fasilitas kesehatan;
4] Taman lingkungan dan/atay taman bermain anak;
5) Ruang pertemuan warga;
6) Lapangan olahraga;
7] shelter angkutan umum; dan
8] strukiur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

TR R e, P I
1_| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang i
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T0%

b. | koefisien lantai maksimum 2,1
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koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

€.
d. | luas kaveling minimum 60 m?
I | Ketentuan Tata Bangunan
16 meter
a. | ketingglan bangunan {TB) maksimum S lanital
¥ Jalan Kolektor: & meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum # Jalan Lokal: 4 meter
# dJalan Lingkungan: 3 meter
e | jarak bebas samping (JBS] minimum 1 meter
d. | jarak bebas belakang WJBB) minimum 1 meter
Y | Esteniunsn Prazara=a dan Savana Minimal

a. prasarana minimal vang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup)/terbuka vang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan [JFUJ;
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8 Menyediakan jaringan air minum vang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan /perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyedialean jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik sstempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran [(hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumiah pendudul;
3] Menyediakan fasilitas kesehatan;
4] Taman lingkungan dan;atau taman bermain anak;
5) Ruang pertemuan wargs;
6] Lapangan olahraga;
7] shelter angkutan umum; dan
B8] struktur bangunan gedung dan non gedung mengacy pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




-15-

Zona Perumahan dengan kode P

Hetentuan Intensitas Femanifaatan Ruang

i
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | Iuas kaveling minimum 60 m?
I | Eetentuan Tata Bangunan
1
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ﬁ;::rr
¥ Jalan Kolektor: 6 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) mindmum * Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | farak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
|_III | Ketentuan Prasarans dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi;
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kald:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan / perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9] Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistemn pengelolaan air imbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menvediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelavanan jumlah penduduk;
3] Menvediakan fasilitas kesehatan;
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

5] Ruang pertemuan warga;




6] Lapangan clahraga;
7] sheiter angkutan umum; dan
8] struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencangan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Fona SPL Skala Eota dengen kode SPI-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfantan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan [KDE) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB] maksimum 3
[+ koefigien dasar hijau [KDH] minimal 15%
d. | luas kaveling minimum -
I | Eetentuan Tata Bangunan
x 24 meter
A, ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 lantai
F Jalan Kolektor: & meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum # Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JEE) minimum 3 meter
I | KEetentuan Pragarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,
3] Jalur pedestrian/ pejalan kald;
4] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka vang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
3] Menvediakan lampu penerangan jalan {(JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7] Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8] Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
19) Menyediakan sistemn pengelolaan air limbah domestik setempat;

11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/ reservoar]; dan
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SFU-1

12} Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1] Area parkir urmum;

2] Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3] Fasilitas tollet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

4) Menyedialkan fasilitas kesehatan;

5] Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

6) Ruang pertemuan warga;
7] Lapangan clahraga;

B] Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

Q) Sheiter angkutan umum; dan

10] Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
A, | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. koefisien lantai (KLB} maksimum 28
(-4 koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. luas kaveling minimum -
I | Eetentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum a0 Mk
4 lantai
¥ .Jalan Kolektor: & meter
b. | garis sempadan bangunan [GSB) minimum ¥* Jalan Lokal: 4 meter
# Jalan Lingkungan: 3 meter
€. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBEB] minimum 3 meter
i

Hetentuan Prasarana dan Sarana Minimal

g. prasarana minimal yang meliputi:

1] Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;

2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:

3] Jalur pedestrian/ pejalan kalki;
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
4) Jaringan drainage baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
2] Menyediakan lampu penerangan jalan [JPUj;
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7} Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8] Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10} Menyediakan sistemn pengelolaan air limbah domestik setempat;
11} Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/ reservoar); dan
12) Menvediakan jaringan prasarana mitipasi bencana.
b. sarana minimal vang meliputi:
1} Area parkir umum;
2] Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah pendudulk;
3] Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
4] Menyediakan fasilitas kesehatan;
3] Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
6] Ruang pertemusan wargs;
7] Lapangan clahraga;
8] Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
8] Shelter angkutan umum; dan
10] Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa,

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Bub-Zona 5P Skala Helurahan dengan kode SPU-3

1 | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan [KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
C. koefisien dasar hijan [KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum =
II | Ketentuan Tata Bangunan
; - 16 meter
ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantad
garis sempadan bangunan (GSB] minimum * Jalan Kolektor: 6 meter




Sub-Fona 3P Skala Helurahan denpgan kode SPU-3

¥ Jalan Lokal: 4 meter

# Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas BE) minimum 3 meter
It

Hetentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5’ H.ilﬂu#dhhuﬂ I_g_mp_: penerangan | lalan I'1P'I!l|
&) I.E-un}rtd.mkan Tempat sampah mﬂnm:lual,n’ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan / perdesaan sesuai dengan hicrarkinya;
9] Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservear); dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana,
b. sarana minimal yang meliputi;
1) Areas parkir umum;
2] Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
4] Menyediakan fasilitas kesehatan;
5] Taman linglkungan dan/atan taman bermain anal;
&) Ruang pertemuan wWargsa,
7} Lapangan olahraga;
B8] Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
9 shelter anghkutan umum; dan

10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.




1 | Ketentuan Intensitas Pemanfantan Ruang
8. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum BO%%
b. | koefisien lantai nan maksimum 4.0
| c. koefisien dasar hijau (KDH] minimal 1056
d. | kaveling minimum 60 m? untuk fungsi hunian
I | Ketentuan Tata Bangunan
: 24 meter
8. | ketinggian bangunan (TB} maksimum 5 lantai.

&

st s s A T w ey s (=t =kl I: d e .
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jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang [(JBB] minimum 1 meter

Hie o

Hetentuan Prasarans dan Sarana Minimal

d. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menvediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3] Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6] Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menyediakan jaringan prasarans mitigasi bencana,
b, sarana minimal vang meliputiz
1} Area parkir umum;
2) Area bonghkar muat
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
5] Menyediakan fasilitas kesehatan;
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Sub-Fona Campuran Intensitas Tingpl dengan kode C-1
6} Taman lingkungan dan/atau taman bérmain anak;
7] Ruang pertemuan warga;
8] Lapangan olahraga;
9} Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
10) shelter angkutan umum; dan

11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

1 | Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
A, | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T0%
b. koefisien lantai bangunan (KLE} maksimum 2,8
. koefisien dasar hijau {(KDH) minimal 205
d. | luas kaveling minimum 60 m? untuk flungsi hunian
O | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ED] MI. X
¥ Jalan Kolektor: 6 meter
b. | garis sempadan bangunan [GEB) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter
#_Jalan Lingkungan: 3 meter
€. | jarak bebas samping {JBS} minimum 1 meter
d. rak bebas bel BB] minimum 1.5 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

4. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
J) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka vang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
T) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penvediaan air minum perkotaan /perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

9] Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;




o

Sub-Zona Campuran Intensitas Menenpah/Sedang dengan kode C-2

10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;

12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.,

sarana minimal yang meliputi:

1) Area parkir umum;

Area bongkar muat

Tempat ibadah warga sesual standar pelayanan jumlah penduduk;
Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
Menyediakan fasilitas kesehatan;

Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

Ruang pertemuan warga;

Lapangan olahraga;

2] Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

10} shelter angkutan umum; dan

11} Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdage

dan Jasa denga

kode K

Bub-Fons Percdaganpgan dan Jasa Skals Hota dengan kode K-1

Hetentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB] maksimum B0%
koefisien lantai (KLB) maksimum 4.0
koefisien dasar hijau H} minimal 10%
luas kaveling minimum =
Hetentuan Tata Bangunan
: 24 meter
ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 lantai

* Jalan Kolektor & meter
# Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter

garis sempadan bangunan [GSB) minimum

|E|'.=-]n -3 FJ::PF]FIP_

jarak bebas samping [JBS) minimum 1 meter
_jarak bebas belakang (JBB] minimum 1 meter

Eetentuan Prasarana dan Barana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
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1) Menvediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2} Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kald;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5] Menyediakan lampu penerangan jalan [(JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
B) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11} Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar]; dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1}  Area parkir umum;
2] Area bongkar muat
3) RTNH dan atan ruang sektor informal;
4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah pendudulk;
5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
6) Menyediakan fasilitns kesshatan;
7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
8) Ruang pertemuan warga;
9) Lapangan olahraga;
10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
11} shelter anghutan umum; dan

12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa,

gan kode K

Eltmtmn Intmm-m

Ipetisien dasar ""!MM 70%
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 28

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
luas kaveling minimum -

oo o [ [




34

1 | Ketentuan Tata Bangunan _

. 20 meter

a. | ketinggian bangunan (TB] maksimum Friamens

¥ Jalan Kelektor: 6 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum # Jalan Lokal: 4 meter

# Jalan Lingkungan: 3 meter
¢. | jarak bebas sampi minimum 1 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
I | Ketentoan Prasarana dan Sarana Minimal

#. prasarana minimal vang meliputi:
l! Mearvedigl-an jfarinean ialam miimieres] 3 Bess

iy J‘H“"Wl Jmi LLLELERS S e n ey 1 P oy

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

4} Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

B) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan / perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

10} Menyediakan sistem pmg:lulnnn air limbah domestik setempat;

11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1} Area parkir urmum;
2) Area bongkar muat
3] RTNH dan atau ruang scktor informal;
4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah pendudul;
5) Faasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penvandang dizabilitas;
6) Menyediakan fasilitas kesehatan;
7] Taman lingkungan dan/atay taman bermain anak;
8) Ruang pertemunn warga;
9) Lapangan olahraga;
10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
11} shelter angkutan umum; dan

13) struktur bangunan gedung dan nen gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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Zona Perkantoran dengan kode KT

Bub-Zona Perkantoran de kods KT

| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T0%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB] maksimum 3,5
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB] malksimum &4 meter
5 lantai
# Jalan Kolekior: 6 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSE) minimum * Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
m

Hetentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1} Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yvang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
3] Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7)  Aksesibilitas untuk difabel dilengkapl dengan jalur pemandu pada pedestrian:
8) Menyediakan jaringan air minum vang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal vang meliputi:
1} Area parkir umum;
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah pendudulk;
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

4] Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;




Sub-Zona Perkantoran d kode KT

Fagilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

shelier angkutan umum; dan

struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

=1 O o

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Fona Transportas] dengan kode TR

1 | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum B0%
b. | koefisien lantai bangunan [KLE) maksimum 2.4
. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -
Il | Ketentuan Tata Bangunan
" 20 meter

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum & Iantai

P Jalan Kolelktor: & meter
b. | garis sempadan bangunan [G3B) minimum ¥ Jalan Lokal: 4 meter

¥ Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping [(JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

&. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) jalur keluar dan masuk kendaraan;
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4] Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan /perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
11} Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hi t kebakaran, penam reservoar): dan
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Sub-Zona Tranasportasi denpan kode TR

or

sarana minimal yang meliputi:

3] Taman;
4) Fagsilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
5] shelter angkutan umum; dan

13) Mﬂﬂﬁdhhﬂnhrhmmnmmmmmbmm

1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

6] struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Dl a=i

LONA FerlANAanan dan heaManan dengan (£0de D

larmarm doam Famnmunmoam damooe lemedd o LIS

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HE

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan

I
a. koefisien dasar bangunan (KDB] maksimum TO%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
= '.lmcﬁu-ien dasar hijau (KDH] minimal 15%
d. uas kaveling minimum -
il I{ﬂnntulu Tata Bangunan
. 20 meter

a. | ketinggian bangunan [TB) maksimum 4 lantai

# Jalan Kolektor: & meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

¥ Jalan Lingkungan: 3 meter
€. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
11T | Hetentoan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1] Menvediakan jaringan jalan minimal 3,5m:

3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

6] Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
T) _Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
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Sub-Zona Pertahanan dan KEeamanan dengan kode HE
8} Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
sarana minimal vang meliputi;

1)

Tempat ibadah warga sesual standar pelayanan jumlah penduduk;
Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Hetentuan n.tnﬂdm

T

Zona Peruntukan Lainnys

— S T

B

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 509
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,5
koefisien dasar hijau (KDH)} minimal 30%
luas kaveling minim -
Hetentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan [TH) maksimum 16 meter
3 lantai

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

¥ Jalan Holektor: & meter
¥» Jalan Lokal: 4 meter

jarak bebas samping (JBS] minimum

jarak bebas belakan minimum

|EP!-" = FIHFPF‘FH

¥ Jalan Lingkungan: 3 meter
3 meter
3 meter

| Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1)
2)
3
4)

Jalur pedestrian, pejalan laki;

Menyedlakan jaringan jalan minimal 3,5m;
Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;




3)
6] Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
8] Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
9] Menyvediakan jaringan listrik dan telekomunileasi;
10) Menyediakan sistemn pengelolaan air limbah domestik setempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran jhidrant kebakaran, penampung/reservoar]; dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1] Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;

2] Taman;

3] Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Peruntukan Lainnya de kode PL
I | Ketentoan Intensitas Pemanfantan Ruang
A. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
|_b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0
c. koefigien dasar hijau H) minimal 30%
d. luas kaveling minimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. 2 12 meter
€. | ketinggian bangunan [TB) maksimum 2 lantai
¥ Jalan Kolektor: 6 meter
f. | paris sempadan bangunan (GSB) minimum # Jalan Lokal: 4 meter
¥ Jalan Lingkungan: 3 meter
| g | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 metor
h. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan S8arana Minimal
. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2] Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
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¥

 Instalasi Alr Limbah B, kode PL-3

3} Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
4) Jaringan drainase baik berupa sajiuran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);

6] Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;

7] Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

9) Menyvediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik sstempat;
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung, reservoar]; dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
d. sarana minimal yang meliputi:
1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disahilitas;
2] Taman;

3) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;

4] _struktur bangunan gedung dan nen gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

I | Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 0%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB] maksimum 2,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. luas kaveling minimum .
I | Ketentuan Tata Bangunan
e £ 16 meter
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum "
F Jalan Kolektor: & meter
b. | paris sempadan bangunan [GSB)] mindmum # Jalan Lokal: 4 meter
¥ Jalan Lingkungan: 3 meter
c. | jarak bebas samping [(JES) minimum 3 meter
d. | jarak bebas belakang [JEB) minimum 3 meter
III | Eetentuan Prasarana dan Barana Minimal
&. prasarana minimal vang meliputi:
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Sub-Zona Perpudangan dengan kode PL-6G
1} Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
Z) jaiur keiuar dan masuk kendaraan;
d} Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4] Jalur pedestrian,/ pejalan kaki;
5] Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
6] Menyediakan lampu penerangan jalan [(JPU];
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
11]) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung,/ reservoar); dan
13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area Parkir;
2) Area bongkar muat;
3] Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
3) Taman;
6) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
7] shelter angkutan umum; dan
8) struktur bangunan gedung dan non gedung men a tata cara perencanaan ketahanan gempa.

I | Eetentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

e. | koefisien dasar bangunan (KDB] maksimum 2%
_f. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,02

-3 koefisien dasar hijau [KDH) minimal 3%

h. | luas kayveling minimum -

I | Ketentuan Tata Bangunan

e. | ketinggi an maksimum -

f. | garis sempadan bangunan [G8B] minimum 3




jarak bebas samping (JBS) minimum -

-39

aub-Zona Badan Jalan denpgan kode B

jarak bebas belakang (JBB) minimum =

5l

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

b. prasarana minimal yang meliputi:
1] Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2) jalur keluar dan masuk kendaraan; dan
3] Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
¢. sarana minimal yang meliputi:
1) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; dan
2] _struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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